
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman sebagai bagian dari 

pemerintahan terendah dan terdepan di daerah tersebut sudah sangat 

jelas yaitu sebagai bagian dari pemerintahan terendah serta terdepan 

yang mana terendah menurut struktur pemerintahan dan terdepan 

menurut kedekatan emosional dengan masyarakat. Kota Pariaman 

diresmikan menjadi Kota Administratif pada tanggal 29 Oktober 1987. 

Pada tahun tersebut, sistem penyelenggaraan administrasi terendah di 

Sumatera Barat masih memakai sistem Pemerintahan Desa. Dengan 

demikian, ketika Kota Pariaman menjadi Kota Administratif, 

administrasi pemerintahan terendahnya otomatis masih memakai 

sistem Pemerintahan Desa. Dasar hukum terbaru mengenai 

Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

2. Akibat hukum dari penggunaan nomenklatur pemerintahan desa di 

Kota Pariaman membawa dampak positif terhadap pembangunan 

daerah, dengan peran sebagai perpanjang tangan dari pemerintah untuk 

bisa dapat membangun daerah desa menjadi lebih baik. Desa memiliki 

hak otonom sehingga pemerintahan terendahnya menjadi lebih aktif 



 

 

sesuai dengan situasi yang ada pada masyarakat setempat. Lapangan 

kerja pemerintahan semakin banyak yang bisa didapatkan oleh 

masyarakat, atau bisa dikatakan akan mengurangi pengangguran-

pengangguran yang ada, karena pada Pemerintahan Desa, Kepala Desa 

atau Perangkat Desa merupakan non Aparatur Sipil Negara. Dengan 

itu pengaturan mengenai desa yang digunakan oleh Pemerintahan Desa 

di Kota Pariaman tentulah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa sehingga aturan-aturan yang ada mengikuti 

dari undang-undang tersebut 

B. SARAN 

Dari kedudukan pemerintahan desa di Kota Paraiaman dapat dilihat hal 

yang harus dibenahi adalah 

1. Menggunakan 2 (dua) pemerintahan terendah di daerah Kota Pariaman 

yaitu menggunakan pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa 

menjadikan Pemerintah Kota melakukan cara untuk pendekatan harus 

menjadi dua cara yang berbeda, itu dikarenakan desa merupakan 

daerah otonom dan kelurahan merupakan bukan daerah otonom. 

Seharusnya fokuskan saja menjadi satu pemerintahan terendah atau 

terdepan saja sehingga pemerintahan kota menjadi tidak bingung dan 

susah. 

2. Pemerintah daerah provinsi, kota serta kecamatan lebih berkoordinasi 

lagi terhadap pemerintahan desa supaya tidak adanya kekeliruan atau 

kesalahpahaman antar sesama. Sehingga apabila hubungan vertikal 

lancar dan aman, itu dapat menjadikan pemerintahan desa menjadi 



 

 

lebih baik, serta hal yang diingingkan untuk kemajuan desa-desa akan 

berangsur-angsur menampakkan titik terangnya. 

 


